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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Perbankan Islam atau bank syariah dewasa ini bukan merupakan gejala 
baru dalam dunia Islam khusus nya di Indonesia. Ini ditandai dengan semangat 
tinggi dari berbagai kalangan ulama, akademis dan praktisi untuk 
mengembangkan perbankan model baru tersebut dari sekitar pertengahan abad 20 
M. 1 Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga 
keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui 
aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, ataau lainnya) berdasarkan prinsip 
syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak 
lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya 
yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun 
mikro.  
Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, mashlahah, sistem 
zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif 
seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan 
(gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan penggunaan 
uang sebagai alat tukar. Sementara itu hal-hal mikro yang harus dimiliki oleh 
pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh 
Rosulullah Saw, yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. 
                                                 
1  Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, (Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta, 2005), hlm.1. 
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Dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan 
akhirat (long term oriented) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, 
kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.2 
 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, 
dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .  
Bank syariah menurut pasal 1 angka 7 UU Nomor 21 Tahun 2008 
tentang perbankan syariah  adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS dan BPRS.  
Perbankan syariah, sebagaimana diulas dalam pasal 3 UU tentang 
Perbankan Syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 
dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 
kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah 
secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah). Kemudian dalam 
pelaksanaannya, perbankan syariah tidak berprinsip sama dengan perhitungan 
bunga .3  
Bank Islam atau bank syariah mempunyai fungsi seperti halnya bank 
konvensional yaitu berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi. Bedanya 
hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan 
bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip syariah. Seperti juga bank 
                                                 
2 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.30. 
3 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan 
Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), hlm.31. 
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konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan 4  bank syariah juga 
memberikan jasa-jasa lain yang memanfaatkan kemajuan teknologi di jaman 
sekarang yaitu seperti,  jasa kiriman uang, pembukaan letter of credit, jaminan 
bank, serta produk jasa yang terbaru adalah uang elektronik atau e-money yang 
memang muncul karna tuntutan jaman serta semakin berkembangnya minat para 
nasabah yang menginginkan sebuah transaksi yang instan. 
Uang elektronik (electronic money) muncul sebagai jawaban atas 
kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu 
melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, 
karena nilai uang yang disimpan instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu 
media tertentu yang dapat diakses dengan cepat secara off-line, aman dan murah 
dengan mendayagunakan kemajuan teknologi yang mampu mewujudkan hal 
tersebut .5  
Penggunaan uang elektronik (electronic money) sebagai alternatif alat 
pembayaran non-cash, menunjukan adanya potensi yang cukup besar untuk 
mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang cash. Uang elektronik 
menawarkan transksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang 
cash, khusunya untuk transaksi yang bernilai kecil (micro payment) sebab dengan 
uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah 
serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun 
bagi pedagang. 6  
                                                 
4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia. (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti,1999), hlm.1. 
5 Tim Inisiatif BI, Working Paper: Upaya Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai, 
2006, hlm.8. 
6 Siti Hidayati,dkk, Kajian Operasional E-Money, 2006, hlm.1. 
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Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen 
pembayaran dengan menggunakan uang elektronik maka dibuatlah perlindungan 
terhadap nasabah yang menggunakannya, serta mendukung kelancaran tugas 
Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas moneter, dalam pelaksanaannya 
uang elektronik diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor   20/6/PBI/2018 
tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan 
16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik (electronic money), selanjutnya majelis 
ulama Indonesia pun telah mengeluarkan aturan mengenai uang elektronik baru-
baru ini yaitu pada tahun 2017, hal ini didasari atas dasar kebutuhan karna 
memang uang elektronik ini sekitar empat tahun lebih dahulu di gunakan oleh 
para nasabah yang semakin meningkat di gunakan. Atas salah satu dasar itu lah 
maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-
MUI/IX/2017 tentang uang elektronik. 
Oleh sebab itu, uang elektronik tersebut perlu mendapat kajian khusus 
mengenai realita di perbankan syariah, karena ditakutkan masih tidak adanya 
kesesuaian antara fatwa DSN-MUI dengan realita yang ada di perbankan syariah.   
Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu bank syariah yang 
produk jasa nya adalah uang elektronik (electronic money) atau yang lebih dikenal 
dengan nama BSM E-Money, tepatnya pada tanggal 02 November 2014 Bank 
Syariah Mandiri resmi meluncurkan produk yang terbilang masih baru ini dengan 
nama BSM E-Money. Begitu juga dengan Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta 
merupakan salah satu cabang Bank Syariah Mandiri yang mengeluarkan produk 
BSM E-Money.7 
                                                 
7Hasil wawancara bersama Ibu Nita Customer Servise BSM KC Purwakarta.  
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BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis smart card (kartu pintar) 
yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri yang bekerjasama dengan Bank 
Mandiri  sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di merchant 
yang telah bekerja sama.8 
Menurut pasal 3 ayat (2) poin b Peraturan Bank Indonesia No. 
20/6/PBI/2018 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 
11/12/PBI/2009 dan 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik, berdasarkan 
pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) jenis, yaitu:           
1. Uang elekronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak 
tercatat pada penerbit (unregistered); dan 
2. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat 
pada penerbit (registered).9 
Penggunaan kartu BSM E-Money tergolong sangat mudah, karena calon 
pemegang kartu tanpa harus registrasi terlebih dahulu (unregistered system), calon 
pemegang kartu BSM E-Money tidak harus mengisi identitas diri pada penerbit 
kartu BSM E-Money, dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri. Calon 
pemegang kartu BSM E-Money cukup dengan membeli kartu perdana BSM E-
Money seharga  Rp 20.000,- per satu kartu perdana di Bank Syariah Mandiri atau 
di tempat-tempat lainnya yang memang menyediakan kartu perdananya, karna 
diawal BSM E-Money ini bersifat unregistered system maka tidak ada akad utama 
yang digunakan . Dalam hal kartu chip hilang maka kemungkinan saldo yang ada 
di chip bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karna dalam 
                                                 
8https://www.syariahmandiri.co.id diakses pada tanggal 11/24/2018,5:40 PM. 
9 Peraturan Bank Indonesia No.26/6/PBI/2018, Uang Elektronik. 
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penggunaan transaksi nya tidak perlu menggunan PIN dan tanda tangan serta bank 
syariah mandiri tidak akan mengganti saldo yang terpakai.10 
Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 
tentang Uang Elektronik dalam ketentuan umum angka 2  “Uang elektronik 
syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.” 
Kemudian dalam ketentuan hukumnya “Uang elektronik boleh digunakan sebagai 
alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini”, 
selanjutnya dalam Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum yang tercantum 
dalam fatwa menyebutkan “Akad antara penerbit dengan pemegang uang 
elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh”. Serta Fatwa DSN-MUI terletak 
dalam ketentuan khusus angka 2 yang berbunyi “Dalam hal kartu yang digunakan 
sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di 
penerbit tidak boleh hilang”.11 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memandang bahwa 
pelaksanaan BSM E-Money di Bank Syariah Mandiri yang dalam pelaksanaannya 
tidak menggunakan akad utama, serta bersifat unregistered ini sangat menarik 
untuk dikaji lebih lanjut. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan masalah dalam 
latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dan menyajikannya 
dalam bentuk skripsi dengan judul Produk BSM E-Money Di Bank Syariah 
Mandiri KC Purwakarta Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 
116/DSN-MUI/IX/2017. 
 
                                                 
10Hasil wawancara bersama Ibu Nita customer servise BSM KC Purwakarta. 
11 Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. 
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B. Rumusan Masalah  
Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta mengeluarkan BSM E-Money 
yang sistem penerbitan dan pelaksanaannya menggunakan aturan yang dibuat oleh 
Bank Mandiri Konvensional, tidak ada akad yang dibuat di awal transaksi, serta 
tidak ada penggunaan prinsip syariah yang terdapat di Fatwa DSN-MUI Nomor 
116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Untuk memudahkan penelitian 
ini maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Mekanisme Produk BSM E-Money di Bank Syariah Mandiri 
KC Purwakarta?  
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 
Terhadap Mekanisme Produk BSM E-Money di Bank Syariah Mandiri KC 
Purwakarta?  
 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
yaitu sebagai berikut:  
1. Mengetahui Pelaksanaan Produk BSM E-Money di Bank Syariah Mandiri 
KC Purwakarta.  
2. Mengetahui Produk BSM E-Money di Bank Syariah Mandiri KC 
Purwakarta dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-
MUI/IX/2017. 
 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Secara akademis sebagai  salah satu persyaratan untuk menyelesaikan dan 
mendapat gelar sarjana studi S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
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Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dapat 
mengembangkan ilmu ekonomi Islam, khususnya mengenai fiqih 
muamalah dalam sistem perekonomian industri keuangan syariah di era 
teknologi yang semakin canggih. 
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi penulis 
dan pembaca , yaitu untuk menambah wawasan keilmuan  yang lebih luas  
dan dapat memahami analisis Fatwa DSN-MUI terhadap  produk BSM e-
money, Sarana sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat secara luas mengenai uang elektronik syariah.  
 
E.  Studi Terdahulu  
Beberapa penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan E-Money 
yang sebelumnya sudah di  jadikan bahan penelitian yang berkaitan dengan hal 
tersebut, diantaranya penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:  
1. Elif Pardiansyah  
Penelitian dengan judul Produk BSM E-Money Dalam Tinjauan Hukum 
Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung oleh Elif 
Pardiansyah S1 Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung 
Djati Badung tahun 2015 .  
Hasil penelitian yang diperoleh adalah di Bank Syariah Mandiri dalam 
pelaksanaan produk BSM E-Money melibatkan tiga pihak utama yaitu penerbit, 
dimana penrbit tersebut adalah Bank Syariah Mandiri dan atau agen resmi BSM  
E-Money, pemegang kartu dan pedagang yang telah bekerjasama dengan Bank 
Mandiri. Transaksi penerbit dengan nasabah dalam hal penerbitan kartu perdana, 
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isi ulang (top-up) dan penukaran ataupun pengembalian nilai uang elektronik 
dengan uang tunai lebih dikenal dengan redemption, antara nasabah dengan 
pedagang yaitu transaksi pembayaran barang dan jasa dalam bentuk akad jual 
beli, sedangkan pedagang dengan penerbit adalah dalam hal redemption dan fee 
atau jasa sebagai agen resmi BSM E-Money atas jasa isi ulang. Berdasarkan 
kajian fiqh muamalah produk BSM E-Money ini menggunakan akad sharf sebagai 
akad utama, akad ijarah dan akad wakalah sebagai pelengkap.12 
Persamaan penelitian yang dilakukan Elif Pardiansyah dengan penulis 
yaitu, meneliti produk BSM E-Money di tinjau dalam hukum ekonomi Islam dan 
perbedaannya yaitu, peneliti sebelumnya melakukan penelitian tanpa 
menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan dikarnakan pada saat itu Fatwa 
DSN-MUI sendiri belum ada. Sedangkan penulis menjadikan Fatwa DSN-MUI 
Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik. 
2. Rifqy Tazkiyyaturrohmah  
Penelitian dengan judul Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau  Dari 
Hukum Bisnis Syariah oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S2 Hukum Islam 
Konsentrasi Hukum Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2016. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah dengan uang elektronik 
masyarakat diberi keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang, sehingga 
dalam melakukan transaksi dalam jumlah besar, maka masyarakat hanya dapat 
membawa satu kartu uang elektronik saja. Dengan begini teori hifz almal pun 
berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa  menekan 
tingkat kejahatan pencurian dan perampokan. Hifz al-mal diberlakukan dengan 
                                                 
12 Elif Pardiansyah, Produk BSM E-Money Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di 
Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Badung, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
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cara dilarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, 
korupsi dan kecurangan terhadap transaksi.13 
Persamaan penelitian yang dilakukan Rifqy Tazkiyyaturrohmah dengan 
penulis yaitu, meneliti produk BSM E-Money di tinjau dalam hukum ekonomi 
Islam dan perbedaannya yaitu, peneliti sebelumnya memfokuskan penelitiannya 
dengan teori maqhosid syariah yaitu hifz mal, sementara penulis memfokuskan 
penelitiaanya kepada akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah. 
3. Aris Rusdiyanto  
Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Ekunomi Syariah Terhadap 
Produk e-Money Bank Syariah Mandiri oleh Aris Rusdiyanto S1 Ekonomi 
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 
2017. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah mekanisme produk e-money Bank 
Syariah Mandiri terdapat tiga mekanisme yaitu mekanisme pembuatan dan 
penerbitan kartu yang hanya bisa dilakukan di counter Bank Syariah Mandiri 
mekanisme pengisian ulang (to-up) yang bisa dilakukan di counter Bank Syariah 
Mandiri, di mesin EDC (Electronic Data Capture) Bank Mandiri dan melalui 
ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Mandiri, selain itu mekanisme pembayaran yang 
menghubungkan pihak-pihak terkait. E-Money dapat ditinjau dari prinsip syariah 
terdapat permasalahan dari aspek transaksi bank tidak memiliki batasan barang 
                                                 
13 Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Transaks Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis 
Islam, Tesis, Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
http://digilib.uinsuka.ac.id/22255/1/1420311025_BAB-_IV-ATAU- V_ DAPTAR-PUSTAKA.pdf pada 
tanggal 19 Januari 2018. 
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yang dijual oleh pedagang yang dihawatirkan dapat digunakan pembelian barang 
tidak halal.14 
Persamaan penelitian yang dilakukan Aris Rusdiyanto dengan penulis 
yaitu, meneliti produk BSM E-Money di tinjau dalam hukum ekonomi Islam dan 
perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya memfokuskan pembahasannya 
terhadap praktek dilapangan yang dikhawatirkan adanya jual beli barang yang 
tidak halal oleh pedagang dan pengguna kartu. 
4. Yuhanida  
Penelitian dengan judul Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk BSM E-
Money di Bank Syariah Mandiri oleh Yuhanida, S1 Hukum Ekonomi Syariah 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Badung tahun 2018.  
Hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya akad pelengkap dalam 
BSM E-Money di bank syariah mandiri yaitu wakalah, karna dalam penggunaan 
nya BSM E-Money ini melibatkan tiga pihak dimana adanya pihak yang 
diwakilkan. Disini pihak pemilik dan penerbit kartu BSM E-Money mewakilkan 
sebuah pekerjaan kepada gerai-gerai mitra untuk menjadi wakil dalam 
bertransaksi.15 
Persamaan penelitian yang dilakukan Yuhanida dengan penulis yaitu, 
meneliti produk BSM E-Money di tinjau dalam hukum ekonomi Islam dan 
perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya mebahas terkait adanya akad 
                                                 
14 Aris Rusdiyanto, Tinjauan Hukum Ekunomi Syariah Terhadap Produk E-Money Bank 
Syariah Mandiri, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36317/1ARIS%20RUSDIANTOFEB.pdf 
pada tanggal 30 November 2018. 
15 Yuhanida, Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk BSM E-Money di Bank Syariah 
Mandiri, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 
Bandung. 
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pelengkap dalam produk ini sedangkan penulis membahas terhadap akad 
utamanya. 
 
F.  Kerangka Pemikiran  
Secara global, tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya 
adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik untuk kemaslahatan di dunia 
yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak. Ini 
berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 201.16 
 ۡنِمَوۡ اَنَّبَرُۡلُوقَيۡن َّمۡمُهِۡۡيفۡاَنِتاَءٱ ۡنُّدل َۡةنَسَحۡاَيۡۡيِفَوٱۡ  ل ۡةَنَسَحِۡةَرِخَۡۡبَاذَعۡاَِنقَوٱاَّنلِۡر٢٠١  
“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa 
neraka"17 
Akan tetapi apabila kita perinci, maka tujuan syara’ dalam menetapkan 
hukum-hukumnya ada lima, disebut Al-Maqashidu ‘I-Khamsah (Panca Tujuan), 
yaitu, memelihara kemaslahatan Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 
memelihara keturunan, dan memelihara harta benda dan kehormatan. 
Kemudian tujuan di syari`atkannya hukum Islam yang berkaitan dengan 
muamalah adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang mukallaf terhadap 
harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat 
memanfaatkan harta miliknya itu untuk kepentingan hidup mereka. Bahkan lebih 
jauh mereka dapat menekan dinamika pengembangan harta tersebut, dalam sikap 
eksploitasi kelompok lain . 
                                                 
16 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 
hlm.65. 
17 Applikasi Quran In MsWord.32-3.0. 
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Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil 
yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang khusus di bidang 
muamalah,18 yaitu:  
ِۡمْيِرْحَّتلاۡىَلَعُۡلْيِلَّدْلاۡ َّلَُۡديۡىَّتَحۡةَحۡاَبِْۡلإاِۡءَايَْشْلاۡىِفُۡلَْصَلا 
 “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil  yang mengharamkannya.”  
Maksud dari kaidah diatas bahwa setiap bentuk transaksi muamalah baik 
dalam jual beli, simpan pinjam dan sewa menyewa itu boleh . Kebolehan ini 
menjadi terhalang manakala adanya larangan untuk melakukan transaksi di atas 
tadi, seperti adanya kemadharatan, unsur tipuan, judi, ataupun riba, sehingga 
setiap transaksi muamalah harus berdasarkan prinsip, asas, dan ketentuan yang 
terdapat pada fiqih muamalah.  
Asas secara etimologis berasal dari bahasa arab al-asas yang berarti 
,dasar, basis, dan fondasi. Tinjauan terminology tentang asas adalah dasar atau 
sesuatu yang menjadi tumouan berfikir atau berpendapat. Kemudian dalam kaitan 
hukum muamalah dalam islam ini, Djamil mengemukakan tujuh asas, yaitu:  
1. Asas Illahiah  
Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari 
pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Artinya, semua tingkah laku dan 
perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan pertanggungjawaban 
kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-quran surat 
Al-Hadid ayat 4 ; 
                                                 
18 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm.304. 
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َۡوُهٱََۡقلَخۡيِذَّلٱ َۡمَّسلۡ َوَۡوِۡتٱَۡ  لۡ ر ۡماََّيأِۡةَّتِسۡيِفَۡضۡۡ َُّمثٱ ۡس ۡىََوتۡۡىَلَعۡٱ لۡ َرعۡ  ِشۡ َۡعيۡيِفُۡجَِليۡاَمُۡمَلٱَۡ  لۡ رِۡض
 َۡخيۡاَمَو ۡنِمُۡجُرَۡنِمُۡلِزَنيۡاَمَوۡاَهٱۡ اَمَّسل َۡعيۡاَمَوِۡء ۡاَهيِفُۡجُرۡ ۡمَُكعَمَۡوُهَوۡ َۡيأ ۡ ُمتنُكۡاَمَۡنَۡۡوٱُۡ َّللّۡ َۡعتۡاَِمبَۡنُولَم
ۡ ريِصَبۡ٤ۡ
“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia 
bersemayam di atas ´Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan 
apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik 
kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan”19 
2. Asas Kebebasan  
Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan 
perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan disini bersifat tidak mutlak, 
kebebasan dapat digunakan aapabila tidak bertentangan dengan syariat islam. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 1; 
ۡ  َيۡاَهَُّيأٱ ُۡونَماَءَۡنيِذَّلۡ  َوأۡ ْاِۡبۡ ْاُوفۡٱ
 ل ِۡدُوُقعۡۡ تَّلُِحأَُۡۡكلۡ ُةَميَِهبۡمٱَۡ  ل ۡن َۡع ُۡتيۡاَمۡ َّلَِّإِۡم ۡىَلۡ ۡيَلَع ۡمُكۡ ۡيَغۡيِ لِحُمَۡرٱ ۡي َّصلِۡد
 ُۡمتَنأَوۡ ۡ مُرُحۡۡ َّنِإٱ َۡحيَۡ َّللُّۡديُِريۡاَمُۡمُكۡ١ۡ
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” 
3. Asas Kesamaan atau Kesetaraan  
Manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang 
lain, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada 
                                                 
19 Applikasi Quran In MsWord.32-3.0. 
15 
 
 
 
persamaan dan kesetaraan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surat 
An-Nahl ayat 71; 
َۡوٱ َۡعبۡ َل َّضَفۡ ُ َّللّ ۡمُكَضۡ ۡىَلَعۡ َۡعبۡ  ضۡۡيِفٱۡ ز ِ رل ِۡقۡۡ اََمفٱۡ اَِربۡ ْاُول ِ ُضفۡ َنيِذَّلۡ زِرۡي ِ د ۡمِِهقۡ ۡىَلَعۡۡ تََكلَمۡ اَمۡ
 َۡيأ َۡم ۡمُُهنۡ ۡمَُهفۡۡ اَوَسِۡهيِف ۡ ءۡ ِۡعنِبََفأِۡةَمٱ َۡجيِۡ َّللَّۡنُودَحۡ٧١ۡۡ
“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal 
rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan 
rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama 
(merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.”20 
4. Asas Keadilan  
Manusia dalam bertransaksi di bidang bisnis harus memberikan hak nya 
sesuai dengan hak nya masing-masing atau berlaku secara adil (al-adalah) dan 
berlandaskan pada prinsip syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 
Al-quran surat Al-Hadid ayat 25; 
 َۡدقَلۡۡ َرأ ۡلَسِۡبۡاَنَلُسُرۡاَنۡٱ ل َۡنِ يَب ۡلَزَنأَوِۡتُۡمَُهعَمۡاَنۡٱ ل َۡتِكَۡوَۡبۡٱ لَۡمُوقَيِلَۡناَزيِمٱِۡبُۡساَّنلۡٱ ل ۡسِق ِۡطۡ ۡلَزَنأَوۡاَنۡٱ لَۡحِۡهيِفَۡديِد
 ۡأَبۡ  سۡ ۡديِدَشۡ َۡنَمَو َۡعيِلَوِۡساَّنلِلُۡعِفَۡمَلٱُۡهُرُصنَيۡنَمُۡ َّللّۥُۡۡهَلُسُرَوۥِۡۡبۡٱ ل َۡيغۡ ِبۡۡ َّنِإٱۡ زيِزَعۡ ٌّيَِوقَۡ َّللّۡ٢٥ۡۡ
“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-
bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca 
(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi 
yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, 
(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa 
yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”21 
                                                 
20 Applikasi Quran In MsWord.32-3.0. 
21 Applikasi Quran In MsWord.32-3.0. 
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5. Asas Kerelaan  
Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara suka 
sama suka, atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah 
SWT dalam Al-quran surat An-nisa’ ayat 29; 
ۡ  َيۡاَهَُّيأٱ َۡأتَۡلَّْۡاُونَماَءَۡنيِذَّل ُۡولُك َۡمأْۡاۡ َو َۡيبۡمَُكلَُۡكنِۡبۡمۡٱ
 ل َۡب ۡ َّلَِّإِۡلِطۡ َِۡجتَۡنوَُكتَۡنأۡ  ضاََرتۡنَعًۡةَرۡ ۡ مُكن ِ مۡ َۡقتَۡلََّو ُۡوُلتْۡا
 ۡ مُكَُسفَنأۡۡ َِّنإٱ ۡمُِكبَۡناَكَۡ َّللّۡ ۡميِحَرۡا٢٩ۡۡ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 
6. Asas Kejujuran dan Kebenaran  
Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan 
oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran ini tidak 
diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surat Al-Ahzab ayat 70; 
ۡ  َيۡاَهَُّيأٱُونَماَءَۡنيِذَّلْۡاٱْۡاُوقَّتٱۡ  وَقْۡاُولُوقَوَۡ َّللّۡ  لَّ ۡديِدَسۡۡۡاۡ
 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah 
perkataan yang benar”22 
7. Asas Tertulis dan Kesaksian.  
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 
282-183.23 
Prinsip muamalah terbagi menjadi empat prinsip, yaitu:  
                                                 
22 Applikasi Quran In MsWord.32-3.0. 
23 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), hlm. 13-17. 
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a. “Pada asalnya muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang 
mengharamkannya.” 
ۡb. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka 
(antarodimminkum).  
ۡc.    Muamalah yang dilakukan hendakya mendatangkan maslahat dan menolak 
madharat.   
d.   Dalam muamalah harus lepas dari maysir, gharar, riba,  kedzaliman dan 
unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara.24   
a) Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak 
jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-
untungan. 
b) Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai 
kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. 
c) Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang 
ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas 
pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara 
mutlak.25 
 
F.  Langkah-langkah Penelitian  
Pelaksanaan penelitiaan hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah 
dapat begitu saja terselenggara. Mengingat betapa pentingnya langkah dan 
tahapan-tahapan tersebut, berikut langkah dan tahapan-tahapan yang ditempuh 
oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi: 
                                                 
24 Yadi Janwari, Asuransi Syariah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm.130.  
25 Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. 
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1. Metode penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan metode 
yuridis normatif. Yuridis normatif  adalah metode penelitian hukum yang 
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder.26 Dalam penelitian 
ini menggunakan metode penelitian terhadap data sekunder kemudian dilanjutkan 
dengan penelitian dilapangan. 
2. Jenis  Data  
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif. Data 
kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.27 
Dalam hal ini yaitu informasi yang di dapat salah satunya dari hasil pengkajian 
dalam SOP. 
3. Sumber data  
Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:  
a. Sumber Data Primer  
Adalah sumber data yang diterima oleh peneliti dari narasumber. 
Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan customer 
service Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan 
penelitian. Dalam hal ini seperti referensi buku, jurnal/makalah, 
skripsi, artikel, media cetak, internet, dan lain sebagainya yang sesuai 
dengan masalah yang diteliti.  
                                                 
26 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2001), hlm.13.  
27 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Afabeta. 
2011),hlm.14. 
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4. Dalam Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara  
Teknik interview atau wawancara adalah, suatu percakapan tanya 
jawab   lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara 
fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Teknik pengumpulan data 
dengan wawancara dilakuk an dalam upaya mendapat data secara faktual 
dan aktual. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis melakukan 
wawancara dengan customer service Bank Syariah Mandiri KC 
Purwakarta. 
b. Studi Dokumentasi  
Studi dokumentsi digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan 
data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data-data dari standar 
oprasional prosedur (SOP) BSM e-Money, fatwa DSN-MUI, serta literatur-
literatur terkait lainnya. Hasil dari studi dokumentsi ini dapat dijadikan 
sebagai landasan atau sumber data pelengkap mengenai teori dan praktek 
pelaksanaan produk BSM e-Money.  
5. Analisis data  
Dalam hal ini penulis melakukan pemeliksaan, perbandingan sampai 
dengan mendapatkan kesimpulan dari semua data yang diterima baik data primer 
maupun sekunder. Berikut adalah langkah penulis dalam analisa data: 
a. Mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti (data sekunder) dari buku, internet, Peraturan Bank Indonesia 
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dan Fatwa DSN-MUI, kemudian mengumpulkan data yang diperoleh 
dari responden (data primer). 
b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 
studi dokumentasi serta menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut 
perumusan masalah;  
c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif serta 
menghubungkannya dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 
kerangka pemikiran;  
d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan 
rumusan masalah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam 
penelitian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
